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ABSTRAK

TINJAUAN FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA LEGISLATIF DPRD
PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN UU NO.27 TAHUN
2009

(Q#veds Wacye « MDD Dol ol Qocas adnns Bl o)
LU 2RIy o AVE ARES d S U T ENSE Uil g vralay

OLEH :
YOSIANNA PURBA
NPM : 10 840 0034

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Penulis mengambil judul yaitu Tinjauan Fungsi dan Wewenang lembaga
Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Undang-Undang No 27
tahun 2009, dan metode pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan
(Library Research ) dan Penelitian Lapangan (I'ield Research ). Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dan merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah provinsi.

Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah
Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih
memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggung-jawaban Pemerintah
Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan
untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah
dan melakukan fungsi pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas
Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan
Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal,
dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
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ABSTRACK

REVIEW THE FUNCTIONS AND AUTHORITY OF THE LEGISLATIVE
DPRD OF NORTH SUMATERA PROVINCIVAL BASED UU NO.27 OF 2009

(Case Study : DPRD Provinsi Sumatera Utara)
BY :
YOSIANNA PURBA
NPM : 10 840 0034
FIELD OF STATE ADMINISTRATION LAW

The author takes the title of the review of the legislative function and
authority of the North Sumatra Provincial Parliament Under Law No. 27 of 2009,
and the method of data collection by Research Library (Library Research) and
Field Research (Field Research). Regional Representatives Council (DPRD)
consisting of members of political parties participating in elections that elected
through general elections. And is the regional representative body that serves as a
component of the provincial government.

Otonomous Area Governance Formation cover the DPRD and Local
Government. DPRD locked out of a Local Government with a view to more
powered DPRD and improve the responsibilities of Local Government to people.
Therefore wide rights DPRD enough and instructed to permeate and also channel
the society aspiration become the Area policy and conduct the observation
function.

Governance management area, executed with the Decentralizing ground,
that is delivery of governance authority by Government to autonomous area to
arrange and manage the governance business in system of Totalitarian State
Republic Of Indonesia. Despitefully also execute the Deconcentration, that is
what overflows of governance authority by Government to Governor as
governmental proxy and / or to vertical institution, and and also execute the Aid
Duty, that is assignation from governance (o area and/or countryside from
province governance to regency / town to countryside to execute the certain duty.
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BAB1
PENDAHULUAN

Penvelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di
pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya i;cpada
Feineliiai dactah uniuk menycienggarakan pemetintahannya sendiri, dan di
[ndonesia vang dimaksud dengan pemerintahan dacrah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
vang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan
dengan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
disamping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan
atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu
penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan
provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu’

Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan Pelaksanaan sistem

demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai

1 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Teztang Pemerintahan Daerah, hal 1
2 Pasal 1 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, hal 1, 7 dan 8
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Lebih dart setengah dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami beberapa
perubahan penting pada asas konstitusi negara dan kemasyarakatan. Pada asas
konstitusi, kita melihat adanya upaya mempertegas konsepsi pemisahan
kekuasaan (separation of powers) yang lazim bekerja dalam negara demokrasi.
Meskipun, dalam beberapa hal khususnya hasil kerja lembaga legislatif, masih
tampak kurang diperhatikan. Pada arah kemasyarakatan, gerakan sosial dan
bentuk partisipasi rakyat dalam bidang politik terus berkembang dengan sasaran
vang semakin terarah dan menggunakan pola-pola partisipasi yang semakin

modern.

Perubahan tersebut menghasilkan desakan terhadap lembaga pemerintahan
(eksekutif, legislatif, yudikatif) agar mengubah cara menjalankan pemerintahan
dan berinteraksi dengan rakyat. Salah satu lembaga pemerintahan vang banyak

mendapat sorotan dari masyarakat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tuntutan perubahan pada level konstitusi dari lembaga perwakilan rakyat
antara lain tercermin dalam amandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang
dilakukan oleh MPR RI selama tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen itu
telah menghasilkan perubahan-perubahan penting pada lembaga perwakilan

rakyat di Indonesia.

Amandemen UUD 1945 juga telah menghasilkan perubahan keanggotaan
MPR RI dan utusan daerah yang sebagian dipilih melalui pemilihan umum dan
diangkat oleh Presiden. setelah amandemen UUD 1945, keanggotaan MPR RI

berasal dari DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga
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penguasa. DPR yang seharusnya mengontrol dan mengawasi Presiden, menjadi
DPR yang dikontrol dan diawasi oleh Presiden. DPR vang scharusnya dekat
dengan rakyat, menjadi DPR yang terisolasi oleh rakyat. Kondist ini ditambah
oleh betbagar manipulasi proses politik selama orde baru. mengakibatkan DPR
Indonesia ada (exist) hanya sebatas memenuhi syarat formalitas kelembagaan

demokrasi.

DPR yang disfungsi seperti inilah seharusnya diubah dalam kerangka
reformasi. Tujuan utamanya untuk meniadakan keberadaannya, melainkan untuk
mengefektifkan fungsi lembaga pemerintahan ini sebagaimana fungsi dan peran
yang seharusnya dilaksanakan oleh parlemen pada umumnya. Gerakan reformasi
vang mengakhirt kekuasaan Presiden RI Soeharto pada bulan Mei 1998 telah
mendesak MPR dan DPR untuk melakukan suatu perubahan. Arah dan inti
perubahan itu adalah merampingkan kekuasaan Presiden RI dan memperbesar
kekuasaan DPR RI. Format DPR tidak diubah. MPR RI sebagai lembaga tertinggi
negara dipertahankan, termasuk komposisi keanggotaannya yang sebagian besar

berasal dari anggota DPR RI.

Sejak perubahan-perubahan tersebut dilakukan pada tahun 1999-2000, kita
dapat menyaksikan kinelja:DPR RI. Meskipun DPR sekilas tampak “Sukses”
dalam mengakhiri kepemimpinan Presiden K.H.Abdurrahman Wahid pada tahun
2001, tetapi tetap dirasakan ada keagamaan terhadap DPR. Kasus itu belum dapat
mengkompensasi  kegagalan DPR  dalam melaksanakan fungsi-fungsi
keparlemenannya secara seimbang. DPR kurang menunjukan prestasi yang

memadai dalam hal legislasi maupun penyerapan aspirasi rakyat. DPR justru

Uﬁ%ﬁgsﬁmﬂ@ peran “Kepemerintahan” Presiden, suatu hal yang
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secara politik DPR pasca amandemen UUD 1945 jauh lebih kuat daripada DPR
vang dulu. Lembaga ini sekarang semakin artikulatif dan anggotanya semakin
dinamis dalam berinteraksi dengan eksekutif, masyarakat maupun internal DPR.
Masalahnya, artikulatif untuk kepentingan siapa? kelompok mereka sendirikah
ataukah konstituen dan masyarakat pada umumnya? sejauh 1ni, masih sulit
menemukan bukti bahwa perubahan pohitik itu juga disertai oleh kemajuan dalam

hal perjuangan substansi politik representasi.

Pada sisi yang lain, kita juga meragukan bahwa DPR telah mengalami
kemajuan dalam hal penataan struktur dan sistem kelembagaannya. Reformasi
kelembagaan parlemen pada dasarnya merupakan harapan banyak kelompok
dalam masyarakat dan juga individu-individu warganegara. Hal ini terkait dengan
semakin meningkatnya kehendak partisipasi masyarakat dalam proses-proses
politik guna memastikan kepentingan-kepentingan mereka terakomodasi dalam
berbagai kebijakan negara, dan mengontrol wakil-wakil mereka di badan

legislatif.

Setelah perubahan pertama UUD 1945 terjadi perubahan kekuasaan DPR,
khususnya dalam membuat undang-undang. Kekuasaan membuat undang-undang
yang selama ini dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR, berubah
menjadi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang”(Perubahan I Pasal 20), sedangkan “Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada DPR” (Perubahan I: Pasal 5 ayat 1). Dalam

proses pembuatan undang-undang harus mendapat persetujuan bersama antara
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

{. Untuk mengetahui sejavhmana peran dan fungsi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD ) sebelum dan setelah amandemen

&

Untuk mengetahui perbedaan lembaga legislatif sebelum dan setelah
mengalami amandemen.
3. Untuk memperoleh gelar sarjana dari fakultas hukum Universitas Medan

Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data
yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi

analisis yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Disinit penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan
bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa
literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi

penulis int.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penyempurnnaan penelitian penulis melakukan pengamatan (Riset )
dan wawancara secara langsung dengan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis
sedemikian rupa, yang memuat 5 (Lima) buah bab dan masing-masing
bab mempunvai beberapa sub bab. antara lain dapat disebutkan sehagai

berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang: Pengertian dan Penegasan
Judul, Alasan Pemilihan judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan
Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Serta Sistematika

Penulisan.
BABII TINJAUAN UMUM LEMBAGA LEGISLATIF

Dalam bab int akan dibahas tentang: Pengertian Lembaga
Legislatif, Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sejarah
Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Alat
Perlengkapan Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD).

BAB III TINJAUAN UMUM FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA

LEGISLATIF DPR SEBELUM AMANDEMEN

Yang dibahas da]arﬁ bab ini adalah: Fungsi dan Wewenang
Lembaga Legislatif Sebelum Amandemen, Susunan dan
Kedudukan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sebelum
Amandemen, Peran: dan Fungsi Sewan Perwakilan Rakyat Daerah
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BAB II
TINJAUAN UMUM LEMBAGA LEGISLATIF

A.Pengertian Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah badan deliberatit pemerintah dengan kuasa
membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, vaitu parfemen,
kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan
tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam  sistem Presidentil, legislatif adalah
cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dart eksekutif. Sebagai tambahan atas
menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan
pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga

kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

Lembaga Legislatif sangat krusial perannya demi menjaga kelangsungan
pemerintahan yang baik, terlebih di Negara yang sedang mengalami transisi dari
yang sebelumnya Otoriter ke Demokrasi seperti Indonesia. Sejak reformasi 1998,
Badan Legislatif Indonesia yaitu menjadi kunci penting dalam membuat kebijakan
politik. Seiring kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengandalkan kinerja
DPR sebagai pembuat kebijakan publik malah membuat ragu masyarakat,
contohnya pada tahun 2005 saat dilaksanakan sidang paripurna DPR yang
membahas mengenai kenaikan harga minyak yang mana terjadi konflik di antara
anggota Dewan yang melakukan sidang paripurna di hari kedvua. Konflik terjadi
karena adanya anggota bewan yang kebanyakan berasal dari fraksi PDI-P tak
setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM, merasa pendapatan mereka
(anggota yang tak setuju) tak diindahan Ketua DPR, Agung Lakshono, mereka

pun melancarkan prote:é kepada beliau dengan menghampiri mimbarnya, melihat
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itu fraksi Golkar mencoba menghalangi dan melerai. Kisruh pada sidang tersebut
tidaklah mencerminkan tindakan dari orang terpelajar yang dipercava masyarakat
vang menyebabkan sentiment masyarakat terhadap para legislator publik ini

memburuk.

Tentunya hal tersebut masth di nilat wajar bagi negara yang baru
mengalami proses transisi. Meskipun proses transisi demorasi berjalan diatas akar
otorisasi di era Socharto yang mana DPR dikuasai oleh orang-orang yang dekat
dengan Soeharto dan kebanyakan legislator berasal dar partainya yaitu Golkar.
Anggota dewan yang seperti itu kebanyakan patuh dan tunduk kepada Socharto
yang dikarenakan ingin menjabat sebagai anggota DPR lebih lama. Namun, sejak
pemilihan umum 1999 pasca-reformasi, anggota dewan yang masih memiliki
pengaruh seperi tadi masih dapat bertahan di kursi dewan dan justru menjadi
kekuatan besar dalam memengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil di
DPR. Ini penting untuk menjadi fokus pemerintahan Negara ini, bila ingin
menerapkan asas demokrasi dengan menjamin fungsi lembaga legislatif yaitu
pengawasan, legislatif, dan representasi berjalan dengan baik maka salah satu

jalanya adalah melakukan pemilihan secara demokratis serta adil dan bersih.

Dalam Negara berkembang, Lembaga legislatif tidak dianggap begitu
penting. Fokus masih berada pada tindakan Presiden, perdana menteri, eksekutif
bisnis, dan sebagainya. Padahal dalam perannya di dalam pemerintahan yang
demokratis, legislatif merupakan pemegang jalannya pemerintah yang baik. Lebih
kuat legislatifnya, lebih komprehensif fungsinya dan akan lebih luas dampak

sosialnya.
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dikurangi dengan parlemen yang efektif dan efisien dalam mengerjakan fungsi

dan tugas-tugasnya.

Sclama rezim Prestden Socharto yang berlangsung antara tahun 1966
N KCTja paiiciei (icibaga icgisiatii)
hampir tidak melakukan control kepada Eksekutif (Presiden dan kabinetnya). Hal
tersebut terjadi karena sebagian besar angggota dewan vang memiliki kursi di
pemerintahan adalah sebagian besar adalah hasil dari penghargaan dari Soeharto
dan terus ingin mempertahankan kursinya dengan menunjukan kesetiaannya
kepada Soeharto. Para legislator tidak berani menentang keputusan eksekutif dan
tidak pernah menyusun RUU, namun sebaliknya selalu menerima usulan eksekutif

mengeai susunan RUU untuk dijadikan kebijakan publik.

Tindakan yang demikian menimbulkan kejenuhan dari masyarakat bahkan
anggota dewan sendiri. Pada tahun 1998, kekuasaan Soeharto didera banyak
masalah seperti krisis moneter, harga pangan dalam negeri yang melonjak, utang
negara yang terus bertambah, dll, ditambah desakan dari civil society yang
mendesak Soeharto dari kepemimpinannya yang menyebabkan kekuasaan Suharto
berada pada titik akhir. Pada 8 April 1998 para pendukung rezim Orde Baru
perlahan memisahkan diri dari rezim yang dikuasai oleh Soeharto tersebut dan
pada 18 Mei 1998 DPR dengan tegas mendeklarasikan surat untuk
mengultimatum Soeharto untuk mengundurkan diri (impeachment) dan akhirnya

kekuasaan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pun berkahir.

Setelah pasca reformasi 1998, perubahan banyak dilakukan demi

mewujudkan harapan masyarakat tentang demokrasi termasuk di dalam
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masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani

demi kepentingan bangsa dan negara.
C. Sejarah Perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Keberadaan DPRD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di
daerah. Semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal
17-Agustus 1945, secara konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah
telah diatur eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 18 UUD 1945,
dimana ketentuan ini menghendaki dibentuknya Undang-Undang yang mengatur
tentang Pemerintahan di Daerah.

Apabila dilihat dari segi hukum maupun praktek, lembaga legislatif daerah
(DPRD) telah mengala;mi 8 (delapan) kali perubahan kedudukan hukum sesuai
dengan pergeseran politik dan perubahan konstitusi, yang selalu dikaitkan dengan
perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan di Daerah. Praktek ini
sejalan dengan ide dasar Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya, yakni
pembentukan Pemerintah Daerah berikut badan permusyawaratan yang
mendampinginya.

Adapun pertumbuhan dan perkembangan dimaksud adalah sebagai
berikut:

a) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, tentang pembentukan

Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan

pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan
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dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas
dar1 padanya.

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang Pemernintahan Daerah.
Dalam Undang-Undang ini, susunan Pemerintah Daerah terdini dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).
Keadaan DPRD semakin kuat, DPRD berwenang membuat pedoman
untuk DPD guna mengatur menjalankan kekuasaan, kebijaksémaan dan
kewajibannya. Dengan kata lain, ruang gerak DPD ditentukan oleh DPRD,
semantara itu Kepala Daerah hanya merupakan organ Pemerintah Pusat
yang bertugas mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD.

¢) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang im, Pemerintah Daerah
terdiri dari DPRD dan DPD, sedangkan Kepala Daerah bukan merupakan
organ tersendirt dan1 Pemerintah Daerah, akan tetapi hanya menjadi Ketua
dan anggota DPD karena jabatannya. Hak-hak dan kewajiban DPRD
semakin luas, dimana DPRD mengatur dan mengurus segala urusan rumah
tangga daerahnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ini
diserahkan kepada pengusaha lain.

d) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959, tentang
Pemerintah Daerah. Dalam Penetapan Presiden ini, Pemerintah Daerah
terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkar DPD diganti dengan
Badan Pemerintah Harian yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Selanjutnya disusul dengan penetapan Presiden Republik Indonesia
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Nomor 5 Tahun 1960, yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Gotong Rovong (DPRGR) dan Sekretariat Daerah.

¢) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang ini, DPRD merupakan
unsur Pemerintah Dacrah, vang tanggung jawabnya adalah membuat dan
menetapkan Peraturan Daerah, mencalonkan Wakil Kepala Daerah serta
mengajukan calon Kepala Daerah,

f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang ini, yang menempatkan
DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah, guna menjamin kerja sama dan
keserasian antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mencapai tertib
pemérintahan di daerah.

g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
Dalam undang-undang ini, DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah
dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan peningkatan
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat.

h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang mengalami amandemen undang-undang Pemerintahan Daerah tahun
2008 dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang- Undang 32
Tahun 2004 lahir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 vyang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,
ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, Pembagian
wilayah Indonesia adalah atas darah provinsi, kabupaten dan kota. Daerah
yang ada dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
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4. Apabila partai polittk memiliki lebih dari 1 (satu) partai politik, maka
ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang

berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

Ut

Apabila lebih dar 1 (satu) partat politik vang memperoleh kursi terbanyak

sama, maka penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih
luas secara berjenjang.

6. Apabila lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
pertama, maka wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD
kabupaten/kota yang berasal dan partai politik yang memperoleh suara
terbanyak kedua, ketiga, dan atau /keempat.

7. Apabila masih terdapat kursi yang belum terisi, maka kursi wakil ketua
diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik
yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

8. Apabila lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak
kedua sama maka wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil
perolehan suara terbanyak.

9. Apabila lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak

kedua, maka penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih

luas secara berjenjang.
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Pemberhentian Pimpinan

[. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janjt Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa
1abatan keangootaan DPRD

2. Pimpinan DPRD berhenti dan jabatannya sebelum berakhir masa
jabatannya karena :

a) Meninggal Dunia

b) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis sebagai
Pimpinan DPRD;

c) Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan ;

d) Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD

e) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai pimpinan DPRD ;

f) Diberhentikan oleh Partai Politiknya sesuai dengan Perundang-
undangan ;atau

g) Menjadi anggota politik lain.

3. Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya apabila bersangkutan
melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan
Keputusan Badan Kehormatan

4. Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya maka
Pimpinan yang lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan
untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan
ditetapkannya Pimpinan péngganti yang defenitif ;
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5. Pemberhentian Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD
kepada Menteri Dalam Negeri melalwmn Gubernur untuk peresmian

pemberhentiannya.

1. Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota
vang bersifat tetap.

2. Badan musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan
pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak ' (setengah) dart

jumlah anggota DPRD

Lo

Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat
Paripurna DPRD setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan
Anggaran, dan Fraksi ;
4. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan
Badan Musyawarah merangkap anggota;
5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sckretaris Badan
Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
Tugas Badan Musyawarah
a) Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang, satu masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa siding;
b) Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis

kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
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Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alat Kelengkapan Lain

Dalam hal ini DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa
panitia khusus, termasuk dalam hal urusan rumah tangga dewan, akuntabilitas
keuangan daerah, urusan aspirasi masyarakat serta urusan lainnya, namun alat

kelengkapan ini bersifat tidak tetap.

Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD dan usul anggota

setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8 éZS

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa 1%9&%‘???%&&?{%88?&&?% aacid)19/8/24



Y osianna Purba - Tinjauan Fungsi dan Wewenang Lembaga Legidatif DPRD Provinsi....

BAB ITI
TINJAUAN UMUM FUNGSI DAN WEWENANG LEMBAGA
LEGISLATIF DPRD SEBELUM AMANDEMEN

A.Fungsi dan Wewenang Lembaga Legislatif Sebelum Amandemen

DPRD mempunyal tugas dan wewenang :

"2

|5

Memilith  Gubernur/Wakil ~ Gubernur, Bupati/Wakil — Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota;

Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/  Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Wahkota/ Wakil Walikota:

Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan
Daerah;

Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

melaksanakan pengawasan terhadap :

e Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan lain;
e Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

e Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e Kebijakan Pemerintah Daerah; dan

e Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;

memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap
rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;

dan menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.
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A. Susunan dan Kedudukan Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Sebelum Amandemen

Susunan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan Pemerintah
Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih
memberdayakan DPRD  dan meningkatlan  nertangonno-iawaban  Pemerintah
Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan
untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan Daerah
dan melakukan fungsi pengawasan.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan DPRD sebagai Badan
Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah
Daerah. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan,
komisi-komisi, dan panitia-panitia. DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan

merupakan alat kelengkapan DPRD.

B. Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di
pusat pemerintahan saja. Perherintahan pusat memberikan wewenangnya kepada
pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di
Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintaﬁ daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
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3. Budgeting. Perencanaan angaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai
badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang
(balanced power) yang mengimbangi dan melakukan control efektit' terhadap
Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Peran i diwujudkan
dalam fungsi-fungsi berikut:

1. Representation. Mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan
melindungi  kepentingan rakyat ketika kebijakan dibuat, sehingga DPRD
senantiasa berbicara “atas nama rakyat™;

2. Advokasi. Aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya
melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang
sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak
kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan s'atu sama lain. Tawar
menawar polittk dimaksudkan untuk mencapai tittk temu dan berbagai
kepentingan tersebut.

3. Administrative oversight. Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha
mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan fungsi ini adalah
tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “Lepas tangan” terhadap kebijakan
pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi
dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami™, seperti yang kerap terjadi
dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta
keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhimya dapat
meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah. Lebih khusus berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susunan dan Kedudukan dan
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UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih
disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi. vaitu :

» Fungst Legislasi

» Fungst Anggaran; dan

s Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut secara ideal diharapkan dapat
melahirkan output, sebagai berikut:
1. Perda-Perda yang aspiratif dan responsif. Dalam arti perda - perda yang dibuat
telah mengakomodasi tuntutan, kebutuhan dan harapan rakyat. Hal itu tidak
mungkin terwujud apabila mekanisme penyusunan Peraturan Daerah bersifat
ekslusif dan tertutup. Untuk itu mekanisme penyusunan Perda yang dituangkan
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD harus dibuat sedemikian rupa agar mampu
menampung aspirasi rakyat secara optimal.
2. Anggaran Pendapatan belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta
terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah
dengan keluaran (ouput) kinerja pelayanan masyarakat.
3. Terdapatnya suasana pemerintahan daerah yang transparan dan
akuntabilitas, baik dalam proses pemerintahan maupun dalam penganggaran.
Untuk melaksanaan ketiga fungsi yang ideal tersebut, DPRD dilengkapi dengan
modal dasar yang cukup besar dan kuat, yaitu tugas dan wewenang, alat-alat

kelengkapan DPRD, Hak-hak DPRD/anggota, dan anggaran DPRD yang mandiri.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Susunan dan Kedudukan Pemerintahan Daerah Otonom meliputi DPRD dan
Pemermtah Daerah. DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan
maksud untuk lebith memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggung-
jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Oleh karena itu hak-hak DPRD
cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi
masyarakat menjadi kebijakan Daerah dan melakukan fungsi pengawasan.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan DPRD sebagai
Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari
Pemerintah Daerah. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alat kelengkapan
DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitiapanitia. DPRD

membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.

2. Yang menjadi tugas dan wewenang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat daerah)

a) Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;

b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenal anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan
oleh gubernur;

¢) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan

anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi,
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d) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian gubernur dan/atau
wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negert untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

¢) Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
gubernur;

f)  Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;

h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;

1) Membeﬂkan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

J) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan; dan

k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Peran dan fungsi DPRD merupakan salah satu upaya yang dilakukan dapat
diidentikkan dengan upaya peningkatan kualitas anggota DPRD, yaitu
peningkatan kualitas yang dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari
sisi kemitra sejajaran dengan lembaga eksekutif dalam menyusun anggaran,
menyusun dan menetapkan berbagai Peraturan Daerah, serta dari sisi kontrol

adalah sejauhmana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif
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terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD atau kebyakan publik

vang telah ditetapkan.

B. Saran

1. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakvat di Daerah merupakan wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan DPRD sebagai
Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dan
Pemerintah Daerah. Keanggotaan DPRD dan jumlah anggota DPRD
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pada
zaman sekarang ini badan legislatif yang berwenang pada nyatanya tidak
melaksanakan kedudukan yang sejajar dalam melayani fungsi dan

wewenang mereka tersebut.

o

Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi dan wewenang yang telah
ditentukan dan sesunai dengan prinsip Negara yang bertujuan untuk melayani
masyarakat dan memajukan Negara ini, namun pada kenyataannya fungsi
dan wewenangnya tidak dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, karena kurangnya kesadaran pemerintah yang berwenang untuk
melayani masyarakat sesuai mandat dari pemerintah terhadap masyarakat.

3. Dalam peran dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu diantisipasi
yaitu adalah jika kenyataan yang ada menunjukkan tingkat kualitas dan
kemampuan anggota DPRD berkebalikan dehgan kualifikasi ideal sebagai
anggota legislatif, sehingga : Jika implikasinya bersifat positif, maka ada
kemungkinan besar telah terjadi kolusi di antara aktor-aktor yang

mendominasi kedua lembaga tersebut. Derigan kata lain, bisa jadi DPRD
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